





























 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 37 TAHUN 1999 
TENTANG 
HUBUNGAN LUAR NEGERI 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang : 
a bahwa sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan 
berdaulat, pelaksanaan hubungan luar negeri didasarkan pada asas kesamaan 
derajat, saling menghormati, saling menguntungkan, dan saling tidak 
mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, seperti yang tersirat di dalam 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 
b bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu 
tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 
abadi dan keadilan sosial; 
c bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan 
huruf b, Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama ini telah 
melaksanakan hubungan luar negeri dengan berbagai negara dan organisasi 
regional maupun internasional; 
d bahwa pelaksanaan kegiatan hubungan luar negeri, baik regional maupun 
internasional, melalui forum bilateral atau multilateral, diabdikan pada 
kepentingan nasional berdasarkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif; 
e bahwa dengan makin meningkatnya hubungan luar negeri dan agar prinsip 
politik luar negeri sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf d dapat 
tetap terjaga, maka penyelenggaraan hubungan luar negeri perlu diatur secara 
menyeluruh dan terpadu dalam suatu Undang-undang; 
f bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, b, c, d, dan e perlu 
dibentuk Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri. 
Mengingat : 
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang 
Dasar 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina 
mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal 
Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic Relations 
and Optional Protocol to The Vienna Convention on Diplomatic Relations 
Concerning Acquisition of Nationality), 1961 dan Pengesahan Konvensi 
mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal 
Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Consular Relations and 
Optional Protocol to The Vienna Convention on Consular Relations Concerning 
Acquisition of Nationality), 1963 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1982 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211); 
 
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi 
Mengenai Misi Khusus (Convention on Special Missions), New York, 1969 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3212); 
 
DENGAN PERSETUJUAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
MEMUTUSKAN 
Menetapkan : UNDANG–UNDANG TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI 
 
BAB VI 
PEMBERIAN SUAKA DAN MASALAH PENGUNGSI 
Pasal 25 
(1) Kewenangan pemberian suaka kepada orang asing berada di tangan Presiden 
dengan memperhatikan pertimbangan Menteri. 
(2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur 
dengan Keputusan Presiden. 
Pasal 26 
Pemberian suaka kepada orang asing dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan nasional serta dengan memperhatikan hukum, kebiasaan, dan 
praktek internasional. 
  Pasal 27 
(1) Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan 
memperhatikan pertimbangan Menteri. 












KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI 
NOMOR IMI.1917-OT.02.01  TAHUN 2013 
TENTANG 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
RUMAH DETENSI IMIGRASI 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI, 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 
Keimigrasian; 
b bahwa Sistem Aplikasi Penyidikan dan Penindakan 
Keimigrasian merupakan bagian dari Sistem Informasi 
Manajemen Keimigrasian yang dibangun Direktorat Jenderal 
Imigrasi seiring dengan perkembangan teknologi informasi 
dan komunikasi dalam rangka manajemen penindakan 
keimigrasian yang berkesinambungan pada Rumah Detensi 
Imigrasi; 
c bahwa guna memberikan kejelasan dan keseragaman alur 
yang menjamin kepastian dan kemudahan pemahaman bagi 
petugas pelaksana pendetensian, pengisolasian dan 
pendeportasian/pemulangan Deteni dan implementasinya 
secara kesisteman dalam Sistem Aplikasi Penyidikan dan 
Penindakan Keimigrasian perlu adanya ketatalaksanaan 
operasional prosedur yang terstandardisasi pada Rumah 
Detensi Imigrasi; 
d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Standar 
Operasional Prosedur Pendetensian, Pengisolasian, dan 
Pendeportasian/Pemulangan di Rumah Detensi Imigrasi; 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20011 Nomor 
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5216); 
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4843
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4916); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5409); 
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta 
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian 
Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, 
dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, 
Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 
M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676); 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG 




 Kepala Seksi Perawatan, Kepala Subseksi Perawatan atau petugas 
perawatan yang ditunjuk mempersiapkan kebutuhan makan dan minum 
Deteni, peralatan tidur, mandi dan cuci, serta perlengkapan ibadah. 
 
 Kepala Seksi Perawatan, Kepala Subseksi Perawatan atau petugas 
perawatan yang ditunjuk dapat juga memberikan kebutuhan lain seperti 
































1. Perubahan jumlah deteni: 
 
Periode Tanggal Jumlah 
Deteni 
Keterangan 
01-06 93  
07-28 90 3 deteni di Deportasi 
29-30 92 2 deteni dari Kanim Semarang 
 
Pada akhir September 2016 deteni berjumlah 92 (Sembilan puluh dua) 
orang, terdiri atas: 
 
a. Imigratoir:  
1. WN. Nigeria :  1 orang 
2. WN. India :  1 orang 
3. WN. Kongo   :  1 orang 
4. WN. Taiwan :  2 orang  
Total      : 5 orang 
 
b. Under IOM: 
1) WN. Afghanistan :     36 orang  
2) WN. Ethiopia :    3 orang  
3) WN. Irak :     12 orang 
4) WN. Palestina :  3 orang 
5) WN. Iran :  7 orang  
6) WN. Srilanka :  4 orang  
7) WN. Somalia :     13 orang  
8) WN. Pakistan :   8 orang  
9) WN. Myamar         :       1 orang 
Total :      87 orang  
 
2. Deportasi, Pemulangan dan Pemindahan Deteni: 
a. Deportasi  :  





















03 Oktober 2016 




Dwi Avandho Farid 
NIP. 198111082000021001 
 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA 
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH 
RUMAH DETENSI IMIGRASI SEMARANG 
Jalan Hanoman Raya No.10 SEMARANG 
Telepon (024) 7622595 Faksimili (024) 7622595 










Yang bertanda di bawah ini yaitu: 
NAMA : Mukhibullah 
 DARI   : Kampus UIN Walisongo, Semarang 
 KEPERLUAN : Riset 
 NO HP : 085742976538 
Ingin mengadakan riset melalui wawancara kepada pihak kantor Rumah 
Detensi Imigrasi Semarang, kepada sebagian pengungsi dan mencari data-data 
yang dibutuhkan untuk penyusunan skripsi, adapun beberapa pertanyaannya untuk 
wawancara dan data yang di butuhkan sebagai berikut:      
Pertanyaan wawancara 
A. PERTANYAAN HAK TIDAK DIDEPORTASI 
1. Kenapa para imigran ilegal bisa berada di indonesia? 
2. Apakah ada payung hukum untuk penanganan pengungsi 
3. Apa perbedaan imigran ilegal, pencari suaka dan pengungsi? 
4. Syarat dan Ketentuan apa yang menjadi status pengungsi? 
5. Bagaimana proses pencari suaka yang menjadi status pengungsi?  
6. Berapakah waktu yang dibutuhkan dalam proses pencari suaka sampai 
menjadi status pengungsi? 
7. Dalam undang-undang keimigrasian ada istilah deportasi bagi warga 
asing yang masuk ke negara indonesia tanpa dokumen resmi, 
bagaimanakah bagi mereka yang mencari suaka/pengungsi yang tidak 
membawa dokumen resmi? 
8. Di Rumah Detensi Imigrasi Semarang apakah ada imigran yang di 
deportasi? kalau ada apa alasannya? dan apa pertimbangannya? 
Apabila mereka di daerahnya tidak nyaman apa masih di deportasi 
ataukah ada pilihan lain? 
9. Kenapa dalam permasalah pengungsi melibatkan UNHCR? 
10. Darimanakah biaya transport bagi mereka yang di deportasi? 
11. Berapa Batas waktu pengungsi selama di Rumah Detensi Imigrasi? 
B. PERTANTAAN HAK HIDUP 
1. Berapa jatah makan yang diberikan kepada pengungsi? 
2. Makanan dan lauk seperti apa yang di berikan kepada para pengungsi? 
Apakah ditentukan oleh pihak rudenim ataukah pengungsi sendiri yang 
menentukan? 
3. Kebutuhan lainnya seperti susu untuk anak kecil, vitamin, apakah 
terpenuhi? 
4. Bagaimana bagi pengungsi yang sakit? Apakah pihak rudenim 
menyediakan obat-obatan? Ataukah di bawa ke dokter? 
5. Apakah rudenim menyediakan pakaian untuk para pengungsi? Berapa 
kali pemberian pakaian kepada para pengungsi? 
6. Dari manakah pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pengungsi? 
7.  Dalam pendaan, apakah ada jatah atau batasan pembiayaan untuk 
memenuhi kebutuhan para pengungsi? 
8. Aturan apa yang digunakan Rumah Detensi Imigrasi dalam memenuhi 
kebutuhan para pengungsi? 
9. Apakah pihak rudenim mendatangkan ahli psikolog? 
10. Apa kegiatan sehari-hari para pengungsi tersebut? 
C. PERTANYAAN HAK BEKERJA 
1. Apakah para pengungsi di perbolehkan bekerja? 
2. Antara imigran ilegal, suaka dan pengungsi, apa perbedaan dalam 
penanganan dan pemenuhan hak bekerja?  
3. Apa dasar hukum pengungsi untuk masalah pekerjaan? 
4. Apa alasan dan pertimbangan tidak di perbolehkannya bekerja 
terhadap pengungsi? 
5. Apakah ada ketentuan husus diperbolehkannya untuk bekerja? 
6. Bagaimana kalau profesi? Apakah disamakan dengan bekerja? 
7. Misal, Pengungsi yang mendirikan usaha, lalu di kelola atau di bantu 
oleh orang Indonesia apakah diperbolehkan? 
D. PERTANYAAN PROSES PENANGANAN PENGUNGSI 
1. Bagaimana penanganan pengungsi baru pertama kali masuk ke 
Indonesia sampai ditempatkan di Rudenim? 
2. Darimanakah biaya transport imigran gelap yang dideportasi? 
3. Darimana biaya transport yang suakanya ditolak?  
E. PERTANYAAN PENGUNGSI 
1. Siapakah nama anda?  
2. Dari mana asal anda? 
3. Bagaimanakah anda bisa berada di negara indonesia? 
4. Apa tujuan anda berada di indonesia? 
5. Bagaimanakah keadaan disini? Apakan anda merasa nyaman, dengan 
suasana dan pelayanan disini? Apa alasannya? 
6. Apakah di sini di sediakan makanan, pakaian, obat2an dan vitamin,? 
Sehari makan berapa kali? 
7. Di indonesia itu ada aturan, orang asing yang masuk indonesia tanpa 
dokumen resmi akan di deportasi, apabila ada pencari suaka yang di 
deportasi apakah kamu setuju? Apa alasannya? 
8. Apakah disini boleh bekerja?alasannya? 
9. Apakah anda ingin bekerja untuk mengembangkang ekonomi anda,? 
10. Apa keluhan anda selama di sini?  
